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ABSTRAK 
 
LAODE RIDWAN MURI (B 111 09 454), Analisis Hukum Pidana terhadap 
Kampanye pada Masa Tenang Melalui Media Sosial Elektronik, dibawah 
bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai pembimbing I dan Amir Ilyas 
sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah media sosial 
elektronik bagian dari pengertian media massa elektronik sebagaimana di 
atur dalam Pasal 76 ayat 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 32 tahun 
2004 dan untuk mengetahui apakah kampanye pada masa tenang melalui 
media massa elektronik merupakan tindak pidana. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yakni Panitia 
Pengawas Pemiliha Umum kota Makassar dengan menggunakan metode 
data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh secara 
langsung atau dengan teknik tanya jawab (wawancara) langsung dengan 
pihak-pihak yang berkaitan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan 
dengan cara membaca dokumen ataupun peraturan serta buku-buku 
literatur yang berhubungan dengan materi yang akan dikemukakan dalam 
skripsi. Sedangkan tersier adalah bahan yang mendukung data primer 
dan data sekunder. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut 
diolah dan dianalisa secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara 
deskriptif. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) 
media sosial elektronik bukan dari bagian media massa elektronik sebagai 
mana yang tercantum pada Pasal 76 ayat 1 huruf (c) Undang-undang 
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (2) kampanye 
melalui media sosial elektronik pada masa tenang merupakan tindak 
pidana karena kampanye pada media sosial elektronik telah memenuhi 
unsur-unsur kampanye. Maka dari itu di perlukan landasan hukum yang 
kuat dan ada kepastian hukum agar media sosial elektronik dapat di 
cantumkan dalam undang-undang mengenai kampanye khususnya 
metode kampanye. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia adalah sebuah negara kesatuan, sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4. Bentuk 
negara kesatuan yang dianut oleh negara Indonesia berfungsi menjaga 
perpecahan antara masyarakat Indonesia yang pada dasarnya bersifat 
multikultural. Heterogenitas dari masyarakat Indonesia kemudian dijaga 
dalam suatu kerangka hukum, inilah dasar filosofis dari Pasal 1 ayat (3) 
UUD 1945 Amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia 
adalah negara hukum.”  Hukum sebagai alat yang menjaga keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia juga digunakan untuk  
melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam 
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi, “Kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 
Dasar.” 
 Penafsiran terhadap kedaulatan yang berada di tangan rakyat ini 
kemudian disinonimkan dengan terminologi “demokrasi”, sehingga setiap 
kali kalimat kedaulatan berada ditangan rakyat muncul dalam suatu 
peraturan perundang-undangan, maka makna yang diberikan adalah 
demokrasi. Demokrasi adalah cara dalam mencapai kesejahteraan rakyat, 
yang di mana hal tersebut hanya dapat tercapai dengan terciptanya 
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masyarakat yang terbuka yang merupakan ciri masyarakat demokrasi. 
Prinsip utama demokrasi adalah pengutamaan kepentingan umum di atas 
kepentingan pribadi. Prinsip inilah yang mendasari dibentuknya sebuah 
mekanisme dalam memilih dan dipilih sebagai pemimpin di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.   
 Demokrasi kemudian dijalankan secara praktis melalui mekanisme 
pemilihan umum (pemilu). Pemilu pada hakikatnya adalah sebuah 
perwujudan dari kedaulatan rakyat, sehingga dasar konstitusional pertama 
pemilu adalah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4. Demi 
terciptanya demokrasi yang menghargai hak-hak individu dalam hal politik, 
pemilu merupakan cara untuk mencapai hal tersebut. Sistem pemilu 
berarti membuat suatu pemerintahan perwakilan (representative 
government), oleh karena dengan pemilihan umum, masyarakat secara 
individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun 
memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif. Perkembangan 
politik zaman sekarang menjadikan pemilu yang menjunjung tinggi 
kejujuran dan keadilan sebagai tolok ukur keberhasilan demokratisasi 
suatu negara.  
 Peran pemilu sebagai mekanisme transisi kekuasaan suatu Negara 
demokrasi haruslah ditempatkan sebagai cara untuk menjaring mayoritas 
suara yang melegitimasi pemerintahan suatu Negara yang berdasarkan 
demokrasi. Maka pemilu haruslah didasarkan pada aturan-aturan yang 
berdasarkan pada paradigma untuk menciptakan kekuatan pada 
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pemerintah. Apabila pemerintah lemah maka kontrol pemerintah terhadap 
rakyat juga akan lemah. Hal ini akan menyebabkan keterhambatan besar 
bagi penerapan kebijakan pemerintah kepada rakyatnya. Negara akan 
hilang kedaulatannya ketika Negara dipimpin oleh pemerintah yang 
mewakili suara yang tidak mayoritas mutlak. Karena oposisi yang akan 
muncul juga akan mendapatkan legitimasi rakyat yang besarnya tidak jauh 
berbeda dengan pemerintah. 
 Pentingnya pemerintah yang memiliki dominasi mutlak sebagai 
pemenang pemilihan umum semata-mata didasarkan pada asumsi tertib 
politik yang lahir dalam sebuah Negara. Dominasi mutlak ini juga akan 
menutup kesempatan bagi permasalahan-permasalan yang didasarkan 
pada suara minoritas yang apabila mendapatkan porsi perhatian lebih dar 
pemerintah akan menghambat upaya penyelesaian persoalan yang 
merupakan kepentingan mayoritas. Kekuatan ini dibutuhkan semata-mata 
untuk tidak menimbulkan kekacauan dalam sebuah Negara. Dan inilah 
demokrasi yang sebenarnya. Karena pada hakekatnya menempatkan 
kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau kelompok sama 
dengan membunuh kepentingan pribadi atau kelompok 
 Pemilu juga memberikan sebuah legitimasi politik pada pemimpin 
yang terpilih. Pemimpin tersebut menjalankan kebijakannya berdasarkan 
hukum yang disepakati bersama. Ketika ada yang melanggar hukum 
tersebut, maka kesepakatan bersama adalah dasar untuk diberikannya 
hukuman bagi si pelanggar.  Pembahasan mengenai pemilu tidak dapat 
terlepas dari aspek politik, baik teoritis maupun praktis. Seni untuk 
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mendapatkan, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan adalah 
ruang lingkup ilmu politik. Terkait dengan pemilu, maka pembahasan akan 
mengarah pada politik untuk mendapatkan kekuasaan, karena pada 
dasarnya pemilu merupakan cara untuk menjadi pemimpin di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menghindari pelanggaran-
pelanggaran terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia 
dalam proses memperoleh kekuasaan tersebut, maka ditetapkanlah 
sebuah aturan hukum mengenai pemilu. 
 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
sebagai hukum yang mengatur mekanisme pelaksanaan pemilu pada 
tataran undang-undang yang kemudian di perbaharui kembali dalam  
Undang-undang No. 12 Tahun 2008. Pada paragraf tujuh Undang-undang  
tersebut diatur mengenai ketentuan pidana, mulai dari tindakan yang 
tergolong tindakan pidana hingga cara penyelesaiannya. Namun pada 
faktanya masih terdapat suatu peristiwa yang terkait dengan aspek pidana 
dari pemilu. Salah satunya adalah melakukan kampanye pada masa 
tenang melalui media sosial elektronik. Kegiatan kampanye merupakan 
suatu cara dari strategi politik untuk memenangkan pemilu yang 
seharusnya memberikan suatu pendidikan politik kepada masyarakat dan 
dilaksanakan secara bertanggungjawab. Mengingat bahwa kegiatan 
kampanye memiliki potensi untuk terjadinya pelanggaran hak dan 
kewajiban, maka diaturlah waktu, tempat, dan cara untuk berkampanye 
pada paragraph ketiga, bagian kedelapan undang-undang Nomor 32 
tahun 2004 
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 Pada Pasal 76 UU No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa 
kampanye dapat dilakukan melalui (a) pertemuan terbatas; (b) tatap muka 
dan dialog; (c) penyebaran melalui media cetak dan media elektronik; (d) 
penyebaran melalui media radio dan/ atau televisi; (e) penyebaran bahan 
kampanye kepada umum; (f) pemasangan alat peraga di tempat umum; 
(g) rapat umum; (h) debat publik/ debat terbuka antar calon; dan atau (i) 
kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangan. Pada Pasal 
76 huruf (c) tersebut secara jelas terlihat adanya sebuah sumbangsih dari 
perkembangan teknologi terkait kampanye pemilu. Media massa cetak 
dan media massa elektronik merupakan alat dalam menyampaikan 
informasi kepada masyarakat. Pentingnya perlindungan kepada 
masyarakat dari informasi-informasi yang tidak bertanggungjawab 
khususnya dalam kegiatan kampanye pemilu menjadi landasan dari 
pengaturan tersebut. 
 Pada pasal 75 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004 yang menyatakan 
bahwa “kampanye pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1)  dilakukan 
selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari 
pemungutan suara.” Pada pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa 
pada 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara setiap peserta pemilu 
dilarang berkampanye ataupun melakukan  kegiatan yang bersifat 
menguntungkan peserta pemilu dalam perolehan suara. Hal ini lebih jelas 
di atur dalam Pasal 116 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah tentang tindak 
pidana pemilu yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan 
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sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan 
oleh KPUD untuk masingmasing pasangan calon sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 
(lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling 
sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”. 
 Perkembangan teknologi yang merupakan basis dari media massa 
cetak dan elektronik, pada hari ini juga telah menciptakan suatu media 
baru yang dikenal dengan media sosial elektronik, contohnya adalah 
Facebook dan Twitter. Sebuah ruang maya yang dapat mempertemukan 
manusia dari berbagai penjuru dunia. Hal ini kemudian digunakan sebagai 
sarana dalam melakukan kampanye pemilu, melihat luasnya ruang 
lingkup yang dicakup oleh media sosial elektronik. Namun apakah 
kegiatan kampanye pemilu pada masa tenang melalui media sosial 
elektronik ini merupakan suatu tindak pidana ataukah bukan hingga saat 
ini masih menjadi permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam, 
untuk itulah penulis melakukan penelitian ilmiah terkait permasalahan ini. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas untuk lebih 
memfokuskan penelitian skripsi ini, maka rumusan masalah yang di 
angkat adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah media sosial elektronik merupakan bagian dari 
pengertian media massa elektronik sebagaimana di atur dalam 
Pasal 76 ayat (1) huruf (c) Undang-undang nomor 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah? 
2. Apakah kampanye pada masa tenang melalui media sosial 
elektronik merupakan tindak pidana ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian skripi ini adalah : 
1. Untuk mengetahui perbedaan antara media sosial elektronik 
dan media massa elektronik. 
2. Untuk mengetahui apakah kampanye pada masa tenang melalui 
media sosial elektronik merupakan tindak pidana. 
Adapun kegunaan yang kami harapkan dari penelitian skripsi ini 
adalah : 
1. Agar hasil penelitian skripsi ini memberikan sumbangan teoritis 
bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal 
ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana pada 
khususnya dan ilmu hukum pidana materiil pada umumnya. 
2. Agar hasil penelitian skripsi ini dapat di jadikan referensi 
tambaan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang 
berminat dalam bidang kajian yang sama. 
3. Agar hasil penelitian skripsi ini menjadi sumbangsih dalam 
rangka pembinaan hukum nasional, terutama pembinaan hukum 
pidana di Indonesia pada umumnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Beberapa Pengertian 
1. Pengertian Hukum Pidana  
Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat 
memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang 
dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya 
dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertiandapat 
membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. 
Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli 
hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:  
W.L.G. Lemaire (Lamintang, 1984;1): 
Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi 
keharusankeharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk 
undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa 
hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan 
demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu 
merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap 
tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk 
melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana 
hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang 
dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. 
 
Simons (Lamintang, 1984;3): 
Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum 
pidana dalam arti objektif atau strafrecht in objectieve zin dan 
hukum pidana dalam arti subjektif atau strafrecht in subjectieve zin.  
Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang 
berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius 
poenale. Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif  
sebagai: 
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1. Keseluruhan larangan dan perintah  yang oleh negara diancam 
dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;  
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk 
penjatuhan pidana, dan;  
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk 
penjatuhan dan penerapan pidana. 
Hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi bisa diartikan 
secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: 
1. Dalam arti luas:   
Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk 
mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan 
tertentu;  
2. Dalam arti  sempit:  
Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan 
melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan 
perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan 
peradilan. Jadi ius puniendi adalah hak mengenakan pidana. 
Hukum pidana dalam arti subjektif (ius puniendi) yang 
merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat 
perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan 
melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar 
larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana 
itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah 
ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (iuspoenale). 
Dengan kata lain ius puniendi harus berdasarkan kepada ius 
poenale. 
 
W.F.C. van Hattum (Lamintang, 1984:2) 
Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan 
peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu 
masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai 
pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang 
dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum 
dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturanperaturannya 
dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. 
 
Moeljatno (1982:1) 
Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan 
aturan-aturan untuk: 
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi 
yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar 
larangan tersebut;   
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2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;  
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 
melanggar larangan tersebut. 
 
Van Kan (Moeljatno, 1982;6) 
Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak 
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya 
norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan 
mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan. Hukum pidana 
memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat 
berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi tidak 
mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah 
hukum sanksi (het straf-recht is wezenlijk sanctie-recht). 
 
Pompe (Moeljatno, 1982;5) 
Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang 
menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya 
dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. 
 
Hazewinkel-Suringa (Andi Hamzah, 1991;4) 
Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang 
mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap 
pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi 
barang siapa yang membuatnya. 
 
Adami Chazawi (2002;2) 
Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang 
memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang: 
1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan  
dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif 
maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman 
sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;  
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus 
ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana 
yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;  
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan 
negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, 
Jaksa,Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai 
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pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara 
menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana 
terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh 
dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum 
tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-
haknya dari tindakan Negara dalam upaya negara menegakkan 
hukum pidana tersebut. 
 
Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (1982, 1982;15-16) bahwa 
hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau political 
authority masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. 
Hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup 
masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum adat di Indonesia 
sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan 
hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu 
negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang 
memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan 
larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam 
dengan pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku 
pelanggaran tersebut dipertanggung jawabkan, serta ketentuan-ketentuan 
mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan 
pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada 
keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta 
bertujuan mengadakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan 
atau keadilan. Sejauh mana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan 
mempengaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-
undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang 
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merupakan kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya 
hukum adat diakui oleh undang undang negara, maupun  kepada sejauh 
mana hukum (pidana) adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh 
falsafah Pancasila an undang-undang yang berlaku. Ketergantungan yang 
disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap 
penerapan hukum (pidana) adat. Dengan demikian sebenarnya asas 
legalitas  masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa 
hal ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum 
(pidana) adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai 
figur utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak 
memegang peranan. Hakim dianggap mengenal hukum. Hakim wajib 
mencari dan menemukan hukum. Hakim mempunyai kedudukan yang 
tinggi dalam masyarakat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan 
bijaksana, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, 
tidak boleh menolak member keadilan. Dari beberapa pendapat yang 
telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, 
bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur 
tentang: 
1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan; 
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana; 
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang 
melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik); 
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.  
13 
2. Pengertian Tindak Pidana 
Pembentukan undang-undang menggunakan istilah “ tindak pidana 
“ untuk  menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Strafbaar Feit” 
(Belanda). Sedangkan dari tinjauan etimologi, menggunakan istilah “delik” 
yang berasal dari bahasa latin yaitu dari kata “delictum” atau “delicti”. 
Dalam bahasa jerman digunakan istilah “strafbare handlung” sedangkan 
Inggris dan Amerika menggunakan istilah “crime‟ dan jika di terjemahkan 
dalam bahasa Indonesia berarti peristiwa atau (perbuatan) yang dapat di 
pidana. 
Perkataan “ feit ” itu sendiri dalam bahasa belanda berarti 
“perbuatan” sedang “straafbaar” berarti “dapat di hukum”, hingga secara 
harfiah perkataan “strafbaar feit” itu dapat di terjemahkan sebagai 
“perbuatan yang dapat di hukum”. 
Oleh karena pembentuk undang-undang tidak memberikan 
sesuatau penjelasan mengenai apa yang sebenarnya di maksud dengan 
“strarbaar feit”, maka timbullah berbagai pendapat apa sebenarnya yang 
di maksud dengan “strafbaar feit” tersebut, sebagai berikut : 
Menurut Hazewinkel Suringa ( Lamintang, 1997 : 181) pengertian 
“strafbaar feit” secara umum adalah : 
“sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu 
telah di tolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 
sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana 
dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang 
terdapat di dalamnya”. 
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Sedangkan menurut Pompe (Lamintang, 1997:182 ) pengertian 
“strafbaar feit” adalah : 
“suatu pelanggaran norma (gangguan tertib hukum) yang dengan 
sengaja ataupun tidak di sengaja telah di lakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut 
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan umum”. 
 
Selanjutnya Simons ( Lamintang, 1997:185 ) merumuskan 
“strafbaar feit” sebagai berikut : 
“suatu tindakan melanggar hukum yang telah di lakukan dengan 
sengaja ataupun tidak di sengaja oleh seseorang yang dapat di 
pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di 
hukum”. 
 
Alasan dari Simons apa sebabnya “strafbaar feit” itu di rumuskan 
seperti di atas adalah karena : 
a. Untuk adanya suatu “strafbaar feit” itu di isyaratkan bahwa 
harus terdapat suatu tindakan yang di larang ataupun di 
wajibkan oleh Undang-undang, dimana Pelanggaran terhadap 
larangan atau kewajiban semacam itu telah di nyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum. 
b. Agar suatu tindakan itu dapat di hukum, maka tindakan tersebut 
harus memenuhi semua unsru dari delik seperti yang di 
rumuskan di dalam undang-undang. 
c. Setiap “strafbaar feit” sebagai pelanggaran terhadap larangan 
atau kewajiban menurut Undang-undang itu, pada hakikatnya 
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merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan 
suatu orechtmatige handeling. 
Sedangkan A. Zainal Abidin Farid berpendapat, bahwa istilah yang 
paling tepat yang di gunakan adalah “delik” yang berasal dari bahasa latin 
delictum atau delicti, dengan pertimbangan sebagai berikut : 
1. Bersifat universal, semua orang didunia ini mengenalnya : 
2. Bersifat ekonomis karena singkat : 
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti istilah “peristiwa 
pidana”, “perbuatan pidana”, ( bukan peristiwa, perbuatan yang 
di pidana tetapi pelakunya) ; 
4. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik yang 
diwujudkan oleh koorperasi, orang mati, orang yang tidak di 
kenal, menurut Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia. 
Lain lagi dengan istilah yang di gunakan oleh Rusli Efendy,  beliau 
berpendapat bahwa istilah peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa  
atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa 
saja melanggar larangan tersebut untuk ini kita sebut peristiwa pidana. 
 Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif itu 
hanyalah bersifat semu. Oleh karena yang terpenting bagi teori itu adalah 
bahwa tidak seorangpun dapat di hukum kemudian apabila tindakannya 
itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah di lakukan 
berdasarkan sesuatu untuk “schuld”, yakni dengan sengaja ataupun tidak 
di sengaja. Sedang hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu 
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“schuld” tanpa adanya “wederrechtelijkheid”.  Dengan demikian sesuailah 
sudah apabila pendapat menurut teori yang berbunyi “geen straf zonder 
schuld” atau tidak ada sesuatu hukuman yang dapat di jatuhkan terhadap 
seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan, yang 
berlaku bagi teori maupun hukum positif. 
 Dari uraian di atas dapat di tarik suatu kesimpulan, bahwa untuk 
menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila hanya 
terdapat suatu “strafbaar feit” melainkan juga harus ada suatu “strafbaar 
person” atau seseorang yang dapat di hukum, dimana orang tersebut 
tidak dapat di hukum apabila “strafbaar feit” yang telah dilakukan itu tidak 
bersifat “wederrechtelijk” dan yang telah ia lakukan baik dengan sengaja 
maupun tidak sengaja. 
 
3. Unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana 
 Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas 
unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang  mengandung kelakuan 
dan akibat yang di timbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam 
alam lahir. Di samping :  
a. Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya 
di perlukan pula adanya 
b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, 
hak ikhwal mana oleh Van Hamel di bagi dalam dua golongan, 
yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan 
yang mengenai di luar diri si pembuat. 
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Contoh-contoh dari yang pertama adalah: hal menjadi 
pejabat Negara (pegawai negeri) yang di perlukan dalam delik 
delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya 
(yang terkenal: 418, 419). Kalau hal menjadinya pejabat Negara 
tidak ada, tidak mungkin ada perbuatan pidana tersebut. 
Selanjutnya: Hal menjadi ibu dari anak yang di bunuh dalam 
Pasal 341 KUHP; hal yang menjadi pengusaha (koopman) 
dalam pasal 396 dan seterusnya. (merugikan para penagih). 
Contoh: dari golongan ke-2 adalah misalnya dalam Pasal 160 
KUHP, Penghasutan harus di lakukan: di tempat umum. Dalam 
Pasal 332 (schaking, melarikan wanita) di sebut bahwa 
perbuatan itu harus di setujui oleh wanita yang di larikan 
sedangkan pihak orang tuanya tidak menyetujuinya. 
Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang 
tertentu, di jumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang 
tertentu pula; misalnya dalam Pasal 164 yang tertentu, di jumpai 
pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula; misalnya 
dalam Pasal 164, 165: kewajiban untuk melapor kepada yang 
berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. 
Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana, 
kalau kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Hal kemudian 
terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan. 
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Pasal 331. Keharusan memberi pertolongan pada orang 
yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi 
pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, 
kalau orang yang dalam bahaya tadi kemudian lalu meninggal. 
Hal ikhwal tambahan yang tertentu seperti di contohkan di atas 
dalam buku-buku Belanda dinamakan “Bijkomendevoorwaarden 
van strafbaarheid”, yaitu syarat-syarat tambahan untuk dapat di 
pidananya (strafbaar) seseorang. 
Keadaan-keadaan yang terjadinya kemudian dari pada 
perbuatan yang bersangkutan, dinamakan: unsur tambahan, 
karena rationya atau alasannya untuk mengadakan syarat 
tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang 
dilakukan tidak cukup merupakan penggangguan ketertiban 
masyarakat, sehingga perlu diadakan sangsi pidana. 
Sekarang soalnya ialah apakah hal ikhwal tambahan tadi 
sungguh merupakan elemen atau unsur perbuatan pidana? 
Banyak penulis Belanda rupanya berpendapat bahwa keadaan 
tadi merupakan elemen strafbaar feit, sekalipun tambahan. 
Meskipun demikian, hemat saya hal tersebut tidak perlu kita 
oper begitu saja untuk perbuatan pidana, lebih-lebih bahwa di 
antara mereka yang tidak memandangnya sebagai elemen 
strafbaar feit adalah misalnya van Hamel, menurut beliau ini, 
syarat tambahan tadi tidak mengenai strafbaar heid, sebab 
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tidaklah mungkin bahwa suatu keadaan yang demikian tadi 
menghilangkan sifat tersebut. Yang mungkin ialah bagi pembuat 
undang-undang untuk menentukan bahwa perbuatan yang 
dilarang tadi menjadi “strafwaarding” yaitu patut dipidana. 
Menurut Simons syarat tambahan tersebut tidak di pandang 
sebagai elemen strafbaar feit yang sesungguhnya. 
Maka dari itu, bertalian dengan pendapat-pendapat di atas, 
saya lebih condong untuk memandangnya bukan sebagai 
elemen perbuatan pidana, tapi sebagai syarat penuntutan, 
artinya meskipun perbuatan tanpa syarat tambahan tadi sudah 
merupakan perbuatan yang tidak baik, namun untuk 
mendatangkan sangsi pidana, diperlukan syarat yang berupa 
keadaan tambahan tadi. Karenanya, dalam pasal-pasal yang 
dimaksud seyogyanya bagian rumusan delik yang 
sesungguhnya adalah syarat penuntutan itu, di keluarkan dari 
rumusan tersebut, dan dijadikan ayat atau pasal tersendiri 
semacam Pasal 319 KUHP, yaitu mengenai syarat penuntutan 
bagi penghinaan. 
Kemudian perlu di ketahui juga bahwa ada keadaan 
keadaan tambahan lain yang timbulnya sesudah di lakukan 
perbuatan yang tertentu tapi tidak merupakan 
“bijkomendevoorwaarde van strafbaarfeid” seperti di atas. 
Berbeda dengan hal di atas, di sini tanpa adanya keadaan 
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tambahan tersebut terdakwan telah melakukan perbuatan 
pidana, yang dapat di tuntut untuk di jatuhi pidana 
sebagaimanadiancamkan. Tapi dengan adanya keadaan 
tambahan tadi, ancaman pidana lalu diberatkan. 
c. Karena keadaan tambahan tersebut di namakan unsur-unsur 
yang memberatkan pidana. Contoh: penganiayaan menurut 
Pasal 351 KUHP di ancam dengan pidana penjara paling lama 
dua tahun delapan bulan. Tapi jika perbuatan menimbulkan 
luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun 
dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun. (Pasal 351 
ayat 2 dan 3). Contoh lain adalah Pasal 291 ayat 2 dimana 
diancamkan kepada pelanggar kesusilaan yang tertentu yang 
mengakibatkan matinya si korban, pidana penjara maksimum 
lima belas tahun. Lihat pula Pasal 211 dan 212 dan lain-lain. 
Hemat saya ini merupakan unsur perbuatan pidana. 
d. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti 
dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang 
dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat 
yang demikian ini, ialah sifat melawan hukumnya perbuatan, 
tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur 
tersendiri. Contohnya; dalam merumuskan pemberontakan yang 
menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah 
dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-
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kata yang menunjukan bahwa perbuatan adalah bertentangan 
dengan hukum.  Tanpa di tambah kata-kata lagi, perbuatan 
tersebut sudah wajar pantang dilakukan. Pasal 277 ayat 1 
KUHP menentukan bahwa dengan salah satu perbuatan 
sengaja membikin gelap asal-usul orang, diancam dengan 
pidana penjara paling lama enam tahun. Sifat melawan 
hukumnya perbuatan tersebut sudah jelas, tak perlu di tambah 
apa-apa lagi. Dalam Pasal 285 yaitu tentang perkosaan, di 
tentukan bahwa memaksa seorang wanita dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh di luar perkawinan, 
di ancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
Juga di sini dari rumusan telah ternyata sifat melawan 
hukumnya  perbuatan. 
Akan tetapi, adakalanya kepantangan perbuatan belum 
cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsure-unsur di atas. 
Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuki menyatakan 
sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang 
untuk memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau 
pekarangan tertutup yang di pakai orang lain, dengan melawan 
hukum. Rumusan memaksa masuk kedalam rumah yang di 
pakai orang lain itu saja di pandang belum cukup untuk 
menyatakan kepantangannya perbuatan. Harus di tambah 
dengan unsur: secara melawan hukum. Begitu pula dalam 
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Pasal 335 di mana rumusan: memaksa orang lain supaya 
melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan 
cara-cara yang tertentu di anggap belum cukup untuk 
menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, 
sehingga perlu di adakan elemen melawan hukum tersendiri 
yaitu dalam kata-kata secara melawan hukum, memaksa dan 
seterusnya. Juga dalam Pasal 406 demikian halnya, 
e. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata 
pada contoh-contoh di atas, menujukan kepada keadaan lahir 
atau obyektif yang menyertai perbuatan. Misalnya dalam Pasal 
167, bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk 
memaksa masuk, karena bukan pejabat kepolisian atau 
kejaksaan. Dalam Pasal 335, bahwa terdakwa tidak ada 
wewenang untuk berbuat begitu, sebab terdakwa tidak utang 
kepadanya serta tidak melakukan perbuatan apa-apa yang 
mengakibatkan bahwa pemaksaan patut dilakukan. Dalam 
Pasal 406, yaitu mengenai menghancurkan atau merusak 
barang, sifat melawan hukumnya perbuatan ternyata dari hal 
bahwa barang bukan miliknya dan tak dapat izin dari pemiliknya 
dan tak dapat izin dari pemiliknya untuk berbuat demikian. 
Di samping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya 
perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada 
keadaan subyektif , yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa 
sendiri. Misalnya dalam Pasal 362 KUHP. Disini di rumuskan 
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sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan 
maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. 
Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-
hal lahir, tapi digantungkan pada niat orang yang mengambil 
barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil 
untuk diberikan pada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak 
dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya 
itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tak 
mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang 
dan masuk rumusan pencurian. 
Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung dari pada 
sikap batin terdakwanya. Jadi merupakan unsur subyektif. Dala 
teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan 
“subyektief onrechtselement” yaitu unsur melawan hukum yang 
subyektif. 
Pengetahuan tentang sifat melawan hukum yang subyektif 
ini relatif belum lama dan pertama timbul di Jerman. Menurut 
Mezger, hal itu adalah buah usaha orang-orang seperti Von 
Weber Welel, Maurach dan Busch. 
 Jadi untuk menyimpulkan bahwa apa yang diajukan di atas, maka 
yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah: 
a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan). 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
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d. Unsur melawan hukum yang obyektif. 
e. Unsur melawan hukum yang subyektif.  
 Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak 
terdapat unsur melawan hukum, namun jangan di kira bahwa perbuatan 
tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Sebagaimana ternyata di 
atas, perbuatan tadi sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, 
sehingga tak perlu untuk dinyatakan tersendiri. 
 Akhirnya ditekankan; bahwa meskipun perbuatan pidana pada 
umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, 
namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu 
sifat melawan hukum subyektif. 
 
4. Cara atau tekhnik merumuskan tindak pidana 
 Jika kita melihat buku II dan III KUHP maka di situ dijumpai 
beberapa banyak rumusan-rumusan perbuatan beserta sangsinya yang 
dimaksud untuk menunjukan perbuatan-perbuatan yang mana dilarang 
dan pantang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai 
dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi 
cirri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari 
perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang. 
 Pencurian misalnya unsur-unsur pokoknya ditentukan sebagai: 
mengambil barang orang lain. Tetapi tidak tiap-tiap mengambil barang 
orang lain adalah pencurian, sebab ada orang yang mengambil barang 
orang lain untuk di simpan da kemudian di serahkan kepada pemiliknya. 
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 Untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah tiap-tiap 
pengambilan barang orang lain, maka dalam Pasal 362 KUHP disamping 
unsur-unsur tadi, ditambah dengan elemen elemen lain yaitu: dengan 
dimaksud untuk dimilikinya secara melawan hukum. 
Jadi rumusan pencurian dalam Pasal 362 tadi terdiri atas unsur-
unsur: 
1. Mengambil barang orang lain dan 
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 
 Begitu pula misalnya dengan penadahan (heling). Dama pasal 480 
ke-1 di rumuskan dengan unsur-unsur 1, membeli, menyewa, menukar, 
menggadaikan, menerima sebagai hadiah, menjual untuk mendapatkan 
untung, mengganti menerima sebagai gadai, mengangkut, menyimpan 
atau menyembunyikan barang dan 2. Yang diketahui atau sepatutnya 
harus diduga berasal dari kejahatan. 
Dalam Pasal 480 ke-2 rumusannya adalah: 
1. Menarik untung dari hasil hasil sesuatu barang, dan 
2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga berasal dari 
kejahatan. 
 Akan tetapi cara untuk mengupas perbuatan yang dilarang menjadi 
beberapa elemen atau unsur seperti di atas, tidak perlu dapat dilakukan. 
Ada kalanya hal itu disebabkan karena pengupasan semacam itu belum 
mungkin, atau dianggap kurang baik pada saat membikin aturan, 
sehingga pengertian yang umum dari perbuatan yang dilarang saja yang 
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dicantumkan dalam rumusan delik, sedangkan batas-batasnya pengertian 
tadi diserahkan pada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Contoh-
contoh dari cara ini adalah Pasal 351 yaitu: penganiayaan, dan Pasal 297 
yaitu perdagangan wanita (vrouwenhandel). 
 Mengenai penganiayaan, dalam teori pengertian tersebut telah 
dikupas menjadi: menimbulkan nestapa (leed) atau rasa sakit (pijn) pada 
orang lain. Tapi mengenai perdagangan wanita, batas-batas 
pengertiannya hingga sekarang belum diketemukan. Karena hanya 
ditentukan pengertian umum saja, maka cara merumuskan perbuatan 
pidana semacam ini, dikatakan memberi kualifikasinya perbuatan saja. 
 Kebanyakan kali, dalam KUHP selain dari menentukan unsur-
unsurnya perbuatan yang dilarang, di situ juga diberi kualifikasinya 
perbuatan. Misalnya dalam Pasal 362 dan 480 tadi, di samping penentuan 
elemen-elemennya, juga di tentukan bahwa kualifikasinya adalah 
“pencurian” dan “penadahan”. 
 Bertalian dengan cara yang demikian ini, maka diajukan soal, 
apakah dalam hal demikian, kualifikasi harus dipandang sebagai 
singkatan atau kata pendek bagi perbuatan yang dirumuskan di situ, 
ataukah juga mempunyai arti tersendiri, lepas dari penentuan unsur-unsur, 
sehingga ada dua batasan untuk perbuatan yang dilarang, yaitu batasan 
menurut unsur-unsurnya, dan pengertian yang umum (kualifikasi). 
 Van Hattum (hlm 119 dan seterusnya) menulis bahwa perkataan 
dalam Memorie van Tpelichting (MvT) tidak ada keragu-raguan, bahwa 
maksud pembuat undang-undang dengan mengadakan kualifikasi di 
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samping penentuan unsur-unsur, adalah sekedar untuk 
menggampangkan penyebutan perbuatan yang dilarang saja; jadi laksana 
suatu etiket untuk apa yang terkandung dalam rumusan. Akan tetapi, 
demikian Van Hattum selanjutnya, dalam praktek peradilan ada tendens 
atau gelagat untuk member arti tersendiri kepada kualifikasi. Misalnya 
dalam putusan Hooge Raad tahun 1927 mengenai penadahan, dimana 
diputuskan bahwa pencuri yang menjual barang yang dicuri untuk menarik 
keuntungan, tak mungkin dikenai pasal tentang penadahan, sekalipun 
dengan apa dalam Pasal 480 telah di penuhi. Sebab pasal ini maksudnya 
adalah untuk mempermudah dilakukannya kejahatan lain, 
(begunstiginsmisdrijf), di mana diambil sebagai dasar, bahwa perbuatan 
itu dilakukan oleh orang lain dari orang yang melakukan kejahatan dan 
dari mana barang tadi didapatkan. 
 Juga dalam teori hal itu menjadi persoalan, kalau ada orang yang 
kecurian suatu barang, kemudian orang tadi pergi ketempat loak, melihat 
barangnya di situ, serta membeli barang tadi kembali, apakah orang itu 
juga dapat di tuntut karena Pasal 480? menurut unsur-unsurnya 
perbuatannya masuk dalam pasal tersebut, sebab dia membeli barang 
yang diketahuinya berasal dari kejahatan. Tapi bertalian dengan itu ada 
juga yang mengatakan: bahwa orang tadi sesungguhnya tidak “membeli” 
barang tersebut, sebab barang sendiri, sehingga tidak mungkin 
dinamakan penadahan. Jadi tidak masuk dalam kualifikasi Pasal 480, 
sekalipun unsur-unsurnya telah di penuhi. 
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 Van Hattum mengatakan, bahwa jika pemberian arti tersendiri dapa 
kualifikasi itu didasarkan atas alasan-alasan yang rasionil (masuk akal) ini 
dapat member manfaat dalam penggunaan hukum pidana. Sebab pada 
hakekatnya penentuan unsure-unsur dalam rumusan delik hanya berlaku 
pada umumnya saja. 
 Dalam hal-hal yang khusus, pemberian arti tersendiri kepada 
kualifikasi berdasar atas alasan-alasan rasionil, dapat mencegah 
pengenaan suatu delik pada perbuatan-perbuatan yang tidak 
dimaksudkan. Akan tetapi janganlah pengertian tersendiri dari kualifikasi 
itu, digunakan secara “phaenomenologis”, yaitu meskipun perbuatan telah 
memenuhi unsur-unsur delik, tapi tidak dapat dimasukkan dalam 
kualifikasi, dengan alasan bahwa perbuatan itu “dem wesem nach” 
(menurut hakekatnya) memang tidak masuk dalam kualifikasi tersebut. 
Jadi tanpa di beri alasan rasional apapun, halnya atas “perasaan” saja. 
Contoh: seorang Hilter-jugend merebut bendera dari tangan 
pemuda katholik (pada zaman nazi). Dikatakan, bahwa perbuatan tersebut 
bukan pencurian, karena pencuri itu bukan pencurian, karena pencuri itu 
tidak mengambil barang orang lain  dengan maksud untuk dimilikinya 
secara melawan hukum, akan tetapi pencuri adalah orang yang “dem 
wesen nach dieb ist” (orang yang menurut hakekatnya adalah pencuri).  
 Dalam menghadapi pertentangan antara pengertian rumusan delik 
dalam unsur-unsur  yang di tentukan dalam wet dan pengertian kualifikasi 
ini, hemat saya dapat diterima nasehat seorang  penulis Belanda (vos. 
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Hlm. 36) yang mengatakan bahwa dalam banyak hal, pertentangan itu 
dapat di atasi, jika kita berpendapat bahwa sifat melawan hukum itu 
adalah unsur mutlak dari tiap-tiap, dan sifat melawan hukum itu di 
pandang secara material (materiielewederrechtelijkheid) apa artinya ini 
diterangkan nanti kalau menghadapi masalah terebut. 
Perumusan delik dapat dilakukan secara formal dan materiil, dapat 
disebut delik formal dan materiil. Berbeda dengan pembedaan delik-delik 
yang akan di sebut 12 di mana dalam kenyataannya sifatnya masing-
masing memang berbeda, di sini perbedaan tidak mengenai sifat yang 
sesungguhnya, tetapi hanya mengenai sifat dalam perumusannya di 
masing-masing pasal saja. 
 Jadi dalam kenyataan tidak ada perbedaan sifat antara delik formil 
dan materiil. Perbedaan hanya dalam tulisan yaitu bias dilihat kalau 
membaca permusan masing-masing delik, dari: delik yang dirumuskan 
seara formal atau materiil. Dikatakan ada perumusan formal jika yang 
disebut atau menjadi pokok dalam formulering adalah kelakuannya. 
Sebab kelakuan macam itulah yang dianggap pokok untuk dilarang. 
Akibatnya dari kelakuan itu tidak dianggap penting untuk masuk 
perumusan. Misalnya dalam Pasal 362 KUHP mengenai pencurian, yang 
penting ialah kelakuan untuk memindahkan penguasaan barang yang 
dicuri. Dalam pasal itu kelakuan di rumuskan sebagai “mengambil”. Akibat 
dari pengambilan tadi, misalnya dalam pencurian sepeda, bahwa si 
korban lalu harus jalan kaki sehingga jatuh sakit, tidak dipandang penting 
dalam formulering dalam pencurian. 
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 Dikatakan ada perumusan materiil jika yang disebut atau menjadi 
pokok dalam formulering adalah akibatnya oleh karena akibatnya itulah 
yang dianggap pokok untuk dilarang. 
Bagaimana caranya mendatangkan akibat tadi tidak dianggap 
penting? Biasanya yang dianggap delik materiil adalah misalnya 
penganiayaan (pasal 351 KUHP) dan pembunuhan (pasal 358) karena 
yang dianggap pokok untuk dilarang adalah adanya akibat menderita sakit 
atau matinya orang yang dianiyaya atau dibunuh. Bagaimana caranya 
mendatangkan akibat itu, tidak penting sama sekali. 
 Perlu diajukan pula, bahwa hemat saja ada rumusan-rumusan yang 
formal-material. Artinya di situ yang menjadi pokok bukan saja cara 
berbuat tapi juga akibatnya. Contoh-contohnya adalah Pasal 378 KUHP 
yaitu penipuan. 
 Akibat yaitu bahwa orang yang ditipu tergerak hatinya dan 
menyerahkan barang sesuatu kepada orang yang menipu, atau memberi 
utang maupun menghapuskan piutang, mengingatkan pasal rumusan 
yang materiil. Meskipun demikian tidak tiap-tiap cara untuk menggerakkan 
hati orang yang ditipu, masuk dalam pengertian penipuan menurut pasal 
diatas. Hanya kalau caranya menggerakkan hati itu, memakai nama 
palsu, martabat menurut Pasal 378. Disini terang adalah rumusan formal. 
 Mungkin ada orang bertanya kalau memang hanya mengenai 
perumusan delik saja, apakah perlunya diadakan perbedaan. Jawabnya 
ialah: oleh karena perbedaan perumusan itu di satu pihak  mempunyai 
konsekuensi lain dalam pembuktian; di lain pihak , dan bertalian dengan 
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yang pertama berlainan juga pengaruhnya kepada masyarakat apakah 
suatu perbuatan yang perlu dilarang dengan sanksi pidana di rumuskan 
secara formil atau materiil. Hal ini ternyata dalam sejarahnya pasal 154 
KUHP, yang dulunya di rumuskan secara materiil, dan kemudian untuk 
memudahkan pembuktian diubah menjadi formal. 
 Dahulu perumusan pasal tersebut adalah: menimbulkan atau 
mempermudah timbulnya (opwekken of bevorderen) perasaan permusan, 
kebencian atau penghinaan terhadap pemerintahan Belanda. Jadi suatu 
akibat tertentu yang dilarang (materiil). Dalam tahun 1918 di ganti dengan: 
di muka umum mengatakan perasaan permusuhan, kebencian atau 
penghinaan terhadap pemerintah Hindia-Belanda (formal). Kalau sudah 
dibuktikan bahwa terdakwa di muka umum menyatakan perasaan seperti 
tersebut di atas, sudah cukup untuk adanya perbuatan pidana tadi. Dahulu 
harus di buktikan adanya perasaan permusuhan kebencian dan 
penghinaan terhadap pemerintah di kalangan penduduk. Kemudian harus 
dibuktikan bahwa perasaan itu disebabkan karena perbuatan terdakwa, 
hal-hal mana tentunya sangat sukar. 
 
B. Tinjauan Umum Pemilu 
1. Pemilihan Kepala Daerah 
Pengertian pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
berdasarkan Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah Republik Indonesia 
nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan 
pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah juncto peraturan 
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pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan atas pp nomor 6 
tahun 2005 adalah : “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah 
provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkann pancasila dan UUD 1945 
untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah”. 
Joko J. Prihantoro (Prihatmoko, 2005;203) menyatakan bahwa : 
“pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik yaitu 
penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri 
sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur maupun 
bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota”. Dalam kehidupan 
politik di daerah, pilkada merupakan suatu kegiatan yang nilainya 
equivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Equivalen tersebut 
ditujunkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah 
dan DPRD. 
 
Pemilihan kepala daerah secara langsung harus dimasukkan dalam 
kerangka besar untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. 
Setidaknya ada tiga alas an pokok mengapa pemilihan kepala daerah 
secara langsung harus dikaitkan dengan pemerintahan lokal demokratis. 
Pertama, pemerintahan lokal yang demokratis membuka ruang bagi 
masyarakat dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal (political 
equality). Kedua, pemerintahan lokal yang demokratis mengedepankan 
pelayanan kepada kepentingan public (local accountability). Ketiga, 
pemerintahan lokal yang demokratis meningkatkan akselarasi 
pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat 
setempat (local responsivienes). Ketiga wacana tersebut menjadi acuan 
pokok dalam upaya menggulirkan wacana pemilihan langsung agar arah 
pengembangannya memiliki sandaran yang kokoh.  
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Menurut Bambang Widjojanto (2003), setidaknya ada tiga hal 
penting yang menjadi dasar serta alasan utama desakan masyarakat agar 
pemilihan kepala daerah secara langsung segera dilakukan. 
1. Masyarakat menginginkan agar kepala daerah lebih akuntabel 
kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari partai 
politik yang memilihnya atau pejabat pemerintah lain yang ikut 
menentukan hasil pemilihan itu. 
2. Rakyat menghendaki agar kepala daerah lebih berorientasi 
pada kepentingan rakyat pemilihnya. Rakyat pemilih kelak akan 
dapat menetukan sendiri, apakah kepala daerah tertentu dapat 
dipilih kembali untuk masa jabatan yang kedua. 
3. Pemilihan langsung akan membuat basis tanggung jawab 
kepada daerah untuk berpucuk kepada para pemilih sejatinya 
bukan hanya kepada interest politik dari kekuatan politik saja. 
Ada trend yang menarik bila melihat system demokrasi yang hingga 
kini berkembang di berbagai Negara yang tengah mengalami proses 
transisi.  
Politik layaknya Indonesia. Kebanyakan Negara itu tidak percaya 
lagi kepada “representative democracy” karena justru dan memperkuat 
system kekuasaan otoriter. Semula democracy representative diadopsi 
sebagai ciri sebuah negara modern. Pada tahapan ini sebagian 
kekuasaan di serahkan kepada kelompok tertentu atau politisi yang 
membuat keputusan untuk dan atas nama kepentingan demos. Karena, 
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jumlah penduduk yang kian besar tak mungkin harus melibatkan rakyat 
untuk turut memutuskan berbagai masalah yang berkembang. Apalagi 
juga ada problem waktu serta terbatasnya pengetahuan dan pemahaman 
masyarakat awam atas problematik yang kian berkembang. 
 
2. Pemilihan Legislatif 
Pemilihan Umum (Pemilu) mau tidak mau akan bersentuhan 
dengan   komunikasi politik. Sementara politik itu ya politik. Politik bukan 
berarti teori, tetapi praktik. Karena itu sesempurna dan seluhur apa pun 
teori politik, dilapangan akan berkata lain dalam pelaksanaannya. Kita 
lihat saja dengan mata telanjang bahwa praktik politik acap kali berbeda 
jauh dan bertentangan  dengan teori politik. Di lapangan banyak kita 
temui, bahkan politik mengajarkan dan membentuk sikap perilaku 
berorentasi pada kekuasaan. Hal ini dapat dimengerti  karena 
prakmatisme politik pada umumnya berada pada koridor kekuasaan, baik 
untuk mempertahankan kekuasaan maupun untuk merebut kekuasaan.            
Berbagai temuan tentang komunikasi politik sebagaimana 
diuaraikan oleh Dan Nimmo, George N Gordon, James Carey, Marshal 
McLuhan, Jalaluddin Rahmat, dan pakar komunikasi politik lain dalam 
berbagai karya ilmiah mereka, terlalu lancang atau tergesa-gesa untuk 
meyakini bahwa komunikasi politik adalah bentuk praktis dari komunikasi 
strategis dan  persuasive guna mempengaruhi pemilih (konstituen), 
terutama dalam konteks pemilu. Komunikasi politik pernah diungkapkan 
oleh Johnstone dan kawan-kawan dalam The Newspeople, Johnstone 
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mengatakan bahwa  strategoi komunikasi yang digunakan untuk 
mencegah informasi atau mencegah dirinya (sumber informasi) diketahui 
oleh orang lain, adalah kekhasan komunikasi politik  interpersonal, yang 
terbiasa dimanfaatkan komunikasi politik. Di tingkat kepercayaan publik 
(sasaran), komunikasi politik kognitif (bermuatan informasi yang berada 
dalam ranah pengetahuan merata), tidak akan mempu menciptkan 
kepercayaan masyarakat terhadap kandidat calon wakil rakyat. 
Komunikasi kognitif hanya berkemampuan membebentuk kesadaran 
publik, terutama tentang kondisi yang diciptakan sejumlah kandidat.  
Kondisi tersebut menggiring keranah  demokrasi. Sampai saat ini 
yang namanya demokrasi masih diakui sebagai satu-satunya system 
politik yang masih banyak diminati oleh hampir semua lapisan masyarakat 
di dunia. Demokrasi secara faktual telah menunjukkan kemampuannya 
mendorong tumbuhnya masyarakat yang adil, egaliter dan manusiawi, 
kerana telah melewati uji verifikasi sejarah yang cukup kompleks dan 
panjang serta melelahkan. Merujuk pada pengertian bahwa demokrasi 
sebagai bentuk  pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan  untuk rakyat 
(government of the people, by the people, for the people), 
mengindikasikan bahwa segala system yang diberlakukan mengarah pada 
pembentukan kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi 
dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, dan pemerintahan 
juga berbasis kerakyatan. Seharusnya demokrasi yang memiliki tiga 
karakter seperti tersebut diatas perlu  dipahami secara proporsional, 
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sehingga tidak menimbulkan sikap berlebihan, segala-galanya rakyat 
mutlak berkuasa. Pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung 
pengertian bahwa dimata rakyat terdapat pemerintahan yang sah dan 
diakui (legitimate government) dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak 
diakui (unlegitimate government). Pemerintahan yang sah dan diakui 
berarti pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang 
diberikan rakyat. Hal ini dapat terwujud manakala  pemerintah berkuasa 
termasuk wakil rakyat (DPRD, PDR) diperoleh melalui pemelihan 
langsung dari rakyat, bukan pemberian. Kedua, Kedua, pemerintahan oleh 
rakyat memiliki makna bahwa dalam menjalakan kekuasaan, pemerintah 
atas nama rakyat bukan atas dorongan keinginan sendiri. Selain itu 
pemerintahan berada dalam pengawasan rakyat (social control), baik 
dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketiga, pemerintahan untuk rakyat 
mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat kepada 
pemerintah, dijalankan semata untuk kepentingan rakyat. Rakyat harus 
didahulukan dan diutamakan diatas segalanya. Itu sebabnya mendengar 
dan mengakomodasi aspirasi rakyat ketika merumuskan dan menjalankan 
kebijakan maupun program-program oleh pemerintah merupakan sebuah 
keniscayaan yang tidak dapat ditawar lagi dan ruang yang menjamin 
kebebasan harus dibuka lebar-lebar kepada rakyat untuk menyampaikan 
aspirasi melalui media yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku. 
Arus balik komunikasi politik setelah Pemilu Legislatif 2009, mengakses 
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politik tidak bersama (ketidakbersamaan pandangan, atau ketidak 
bersamaan kepentingan antara sejumlah partai politik peserta). Pemilu 
Legeslatif yang baru usai merupakan perwujudan hak demokrasi warga 
negara yang diimplementasikan lewat mekanisme partai politik. Oleh 
karena itu jalinan dan jaringan komunikasi politik Pilek atau komunikasi 
politik Pilpres  2009 menurut Novel Ali (Suara Merdeka, 6 Mei 2009) 
idealnya dilandasi 5 (lima) prinsip utama komunikasi politik: Pertama, 
fairness dalam arti kejujuran, keadilan, keselarasan kedudukan, dan tanpa 
diskriminasi. Kedua, transparancy (keterbukaan) semua kandidat dalam 
menyampaikan visi dan misi, serta dalam menjajikan program kerjanya, 
bila kelak terpilih sebagai Wakil Rakyat atau Presiden/Wakil Presiden RI 
2009-2014. Ketiga, accountability dalam bentuk pertanggungjawaban 
kepada publik atas setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat. 
Keempat, independensi dalam arti setiap kemasan symbol komuniakasi 
politik sang kandidat seharusnya terbebas dari segala ketergantungannya 
kepentingan pihak mana pun, seperti kepentingan kekuasaan, politik, 
ekonomi, dan lain-lain, yang pada hari kemudian dapat mengakibatkan 
politik balas budi sang wakil rakyat terpilih. Kelima, impartiality, dalam arti 
kandidat benar-benar memberi jaminan ketidak berpihakan mereka 
kepada apa, siapa dan pihak mana pun kecuali atau selain keberpihakan 
kepada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadialan dan kepentingan 
nasional melebihi kepentingan kelompok pendukung. Pada akhirnya 
pelaksanaan  Pemilihan Legislatif  2009 kemarin tergantung pada 
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kesiapan semua pihak yang terkait, termasuk keinginan untuk membuat 
berlangsungnya Pemilihan Legislatif memenuhi standart demokratis, 
walaupun disana-sini banyak ditemui banyak kekurangan dan kecurangan 
terutama DPT,  Kesadaran kuat  yang diikuti tindakan kongkrit dari semua 
pihak untuk menjadikan Pileg berlangsung demokratis adalah menjadi 
faktor penentu untuk memperoleh sukses. pendidikan politik warga 
masyarakat melalui forum seperti ini yang memiliki dampak positif bagi 
peningkatan pengetahuan warga tentang dunia politik, sehingga terbebas 
dari pemaksaan kehendak. 
 
3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 
Sistem pemilu presiden dan wakil presiden 2009 sama dengan 
sistem pemilu yang dipakai dalam pemilu 2004 sebab landasan 
konstitusionalnya tetap. Sistem yang dipakai adalah sistem pemilu dua-
putaran (two round system) dikombinasikan dengan distribusi geografis 
suara.  Ide dasar dari model pemilihan two round system ini adalah untuk 
menghindari terpilihnya sepasang kandidat dengan proporsi perolehan 
suara yang sangat minimal dibandingkan dengan jumlah pemilih secara 
keseluruhan. Atas dasar pertimbangan ini, sistem dua putaran di atas, 
pada dasarnya merevisi sistem first past the post, yaitu suatu sistem 
pemilihan sepasang kandidat yang paling sederhana di mana kursi 
kepresidenan dan wakilnya diberikan pada kandidat yang paling banyak 
memperoleh suara. Terlepas dari apakah perolehan suara pemenang itu 
tidak memadai dibandingkan dengan keseluruhan jumlah voters turn out-
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nya. Beberapa negara yang dikenal mengikuti sistem first past the post ini 
adalah Zimbabwe, Kenya, Filipina, Zambia, Korea Selatan, Malawi, 
Islandia dan Mexico. Adapun negara-negara yang memakai sistem dua 
putaran adalah Mali, Pantai Gading, Kongo, Madagaskar, Polandia, 
Portugal, Rusia, Ukraina, Finlandia, Austria , Bulgaria dan lain-lain. Dan 
kini, Indonesia menambah daftar panjang negara-negara yang akan 
melaksanakan pemilihan presiden secara two round system.  
Dalam UUD 1945 pasca amandemen Pasal 6A ayat (3) yang berbunyi: 
Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan 
suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan 
umum dengan  sedikitnya dua puluh persen suara disetiap propinsi yang 
tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di indonesia, dilantik 
menjadi presiden dan wakil presiden. 
Apabila tidak ada yang mencapai kondisi tersebut maka berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 
1. dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak 
pertama dan kedua di pilih kembali oleh rakyat secara langsung 
dalam pemilu. 
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang 
sama diperoleh oleh 2 (dua) pasangan calon, kedua pasangan 
calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung 
dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 
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3. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang 
sama diperoleh oleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih, 
penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan 
persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara 
berjenjang. 
4. Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah 
yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon, 
penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah 
perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. 
Dalam pemilu 2004 bahwa hasil quick count LP3ES-NDI  beberapa 
jam setelah pencoblosan memperkirakan pasangan SBY-MJK memimpin 
dengan perolehan sekitar 33 persen. MEGAWATI-HASYIM 24,9 persen. 
WIRANTO-SHOLAHUDDIN sekitar 23,8 persen. AMIEN-SISWONO 14,6 
persen. HAMZAH-AGUM sekitar 2,9 persen.  Dalam hal ini yang bisa 
mengikuti putara kedua dalam pemilihan presiden adalah SBY-MJK dan 
MEGA-HASYIM, yang mana dari kelima kandidat calon presiden dan wakil 
presiden tidak ada yang memperoleh suara lebih dari lima puluh persen  
(suara mutlak) dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap propinsi 
yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia. Oleh 
karena itu, hasil pemilihan presiden 2004 bisa mengubah peta politik 
dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009. koalisi antar partai 
yang sudah dimulai dari kerjasama beberapa parrtai dalam pencalonan 
presiden dan wakil presiden tampak akan mengkristal paska pemilihan 
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presiden. Boleh jadi akan muncul dua atau tiga koalisi bahkan lebih besar 
antar partai peserta pemilu 2009 sebagai dasar pencapresan dalam 
pemilihan presiden 2009.  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, pengajuan 
pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik 
atau gabungan partai politik dalam Pasal 9 mengenai tata cara penentuan 
calon presiden dan wakil presiden  yang berbunyi : “Pasangan calon 
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu 
yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit duapuluh 
persendari jumlah kursi  DPR atau memperoleh duapuluh lima persen dari 
suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan 
pemilu presiden dan wakil presiden”. 
Meski koalisi sistem presidensial dengan kepartaian majemuk 
menghadirkan banyak kesulitan dan masalah, menilik desain sistem 
pemilu presiden yang berlaku, sulit menghindar dari pembentukan 
pemerintahan koalisi. Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 membuka ruang 
adanya koalisi partai politik peserta pemilu. Kemudian, UU Pilpres (yang 
baru) mengharuskan syarat dukungan paling sedikit 20 persen perolehan 
kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu DPR bagi 
partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan 
calon presiden dan wakil presiden. Dengan desain legal seperti itu, partai 
politik yang tengah memasang kuda-kuda menghadapi Pilpres 2009 harus 
sejak dini mempertimbangkan agar koalisi tak menjadi simalakama bagi 
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presiden. Bagaimanapun, ide dasar pembentukan koalisi harus dalam 
kerangka memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Jika hanya 
dilandaskan pada perhitungan memenuhi target memenangi pemilu, 
koalisi akan pecah-kongsi sejak awal pembentukan pemerintahan. Demi 
memperkuat sistem pemerintahan presidensial, formula pembentukan 
koalisi sistem parlementer yang dikemukakan Mainwaring layak 
dipertimbangkan. Dalam hal ini, semua partai politik yang ingin bergabung 
dalam koalisi bersama-sama menentukan calon presiden dan wakil 
presiden yang akan mereka ajukan. Untuk menentukan calon itu, bisa saja 
digunakan koefisien hasil pemilu legislatif dan/atau popularitas calon; 
diikuti dengan distribusi jabatan menteri. Dengan begitu, tanggung jawab 
partai politik pendukung koalisi lebih besar atas kelangsungan 
pemerintahan koalisi.  
 
4. Perumusan tindak pidana pemilu 
Rumusan atau defenisi tindak pidana pemilu baik dalam Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2008 maupun dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2012 tidak dijelaskan secara rinci, apa yang dimaksud tindak 
pidana. Padahal dalam penyusunan naskah Undang-undang hal-hal yang 
menyangkut ketentuan umum mestinya diberikan defenisi dalam 
ketentuan-ketentuan umum di bagian awal (misalnya dalam Pasal 1). 
Pengertian tindak pidana pemilu dalam  kepustakaan sebagaimana 
dikemukakan oleh Djoko Prakoso (Prakoso, 1987;148), tindak pidana 
pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang 
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dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi 
atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan 
menurut undang-undang.  Defenisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso 
ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana  
dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, 
menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya 
merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu. 
Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas 
cakupannya, meliputi  semua tindak pidana yang terjadi pada proses 
penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat 
kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender 
pembelian perlengkapan pemilu. Maka Topo Santoso (Santoso, 2006;1) 
memberikan defenisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi: 
1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan  penyelenggaraan 
pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu. 
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan  penyelenggaraan 
pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-undang 
Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun 
di dalam KUHP). 
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk 
pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan 
dan sebagainya. 
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Pengertian pertama merupakan defenisi yang paling sempit dari 
ketiga pengertian di atas, tetapi sekaligus pengertian yang paling tegas 
dan fokus, yaitu hanya tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu saja. 
Dengan cakupan seperti itu maka orang akan dengan muda mencari 
tindak pidana pemilu yaitu di dalam Undang-undang Pemilu. 
Topo Santoso tidak memberikan redefenisi pada saat tindak pidana 
pemilu pada saat tahapan pemilu sudah selesai, misalnya pada saat 
tahapan kasus itu di tingkat penyelidikan belum selesai, atau pada tahap 
penuntutan kasus tersebut masih berada di tangan Kejaksaan namun 
tidak di tangani lagi hingga ke Pengadilan karena penyelenggaraan pemilu 
sudah berakhir. 
Berkenaan dengan masalah tersebut maka Dedi Mulyadi (Mulyadi, 
2012;418) melakukan redefenisi tindak pidana pemilu, terhadap 
pengertian tindak pidan pemilu menjadi dua kategori : 
1. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang 
berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan 
penyelenggaraan  pemilu baik yang diatur dalam UU pemilu 
maupun dalam undang-undang tindak pidana pemilu. 
2. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang 
berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap 
penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam UU Pemilu 
maupun dalam UU Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya 
di luar tahapan pemilu melalui Peradilan Umum. 
45 
 Dengan demikian pengertian yang dikemukakan oleh Dedi Mulyadi 
tersebut, pengertian pertama dikhususkan bagi penyelesaian perkara 
pidana pemilu yang disesuaikan dengan tahapan pemilu, sedangkan 
defenisi yang kedua untuk perkara pada saat tahapan pemilu selesai, 
perkara tersebut masih dalam proses baik penyidikan, prapenuntutan, dan 
penuntutan. 
 
C. Kampanye 
1. Pengertian Kampanye 
Sering terjadi kerancuan pengertian atau istilah kampanye yang 
disamakan dengan propaganda, dan secara operasional medianya adalah 
sama-sama melakukan kegiatan berkomunikasi yang terencana untuk 
mencapai tujuan tertentu dan berupaya mempengaruhi khalayak sebagai 
target sasarannya. Bedanya, pertama istilah propaganda terlebih dahulu 
dikenal dalam kegiatan komunikasi yang dirancang untuk jangka panjang, 
misalnya dalam bidang kegiatan ajaran keagamaan, politik dan hingga 
kepentingan propaganda militer melalui komunikasi searah, kursif dan 
intimidasi melalui kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh pihak 
komunikator biasanya berkonotasi negatif terhadap khalayaknya. 
Sedangkan kedua, konsep kampanye yang lahir kemudian 
melakukan kegiatan komunikasi secara terencana yang lebih moderat, 
terbuka, toleran, dengan waktu terbatas atau jangka pendek, dan program 
yang jelas, persuasif serta dapat diidentifikasikan secara jelas nara 
sumbernya (komunikator) dan selalu berkonotasi positif. Pengertian 
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secara umum tentang istilah kampanye yang dikenal sejak 1940-an 
campaign is generalli exempli persuasion in action (Kampanya secara 
umum menampilkan suatu kegiatan yang bertitik tolak untuk membujuk), 
dan telah banyak dikemukakan beberapa ilmuan, ahli dan praktisi 
komunikasi, yaitu definisinya sebagai berikut (Venus, 2004: 7-29): 
Leslie B Snyder (2002): 
A communicarion campaign is an organized communication activity, 
directerd at a particular audience, for a particular perioe of time to 
achieve a particular goal. Secara garis besar bahwa kampanye 
komunikasi merupakan aktivitas komunikasi yang terorganisasi, 
secara langsung ditujukan khalyak tertentu, pada periode waktu 
yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. 
 
Pfau dan parrot (1993): 
A Campaign is conscious, sustained and incremental process 
designed to be implemented over a specified periode of time for the 
purpose of influencing a specified audience. Artinya, bahwa suatu 
kampanye yang secara sadar, menunjang dan meningkatkan 
proses pelaksanaan yang terencana pada periode tertentu untuk 
bertujuan mempengaruhi khalayak sasaran tertentu. 
 
Rogers dan Storey (1987): 
Mendefinisikan kampanye sebagai serangkauan kegiatan 
komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan 
dampak tertentu terhadap sebagaian besar khalyak sasaran secara 
berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. 
 
Rajasundaram (1981): 
A Campaign is a coordinaterd use of diferent methods of 
comuunication aimed at focusing attention on a particular problem 
and its solution over a periode of time. Suatu kampanye merupakan 
koordinasi dari berbagai perbedaan metode komunikasi yang 
memfokuskan perhatian pada permasalahan tertentu dan sekaligus 
cara pemecahannya dalam kurun waktu tertentu. 
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 Pemaparan dari berbagai definisi para pakar mengenai arti 
kampanye tersebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu 
terdapat kegiatan-kegiatan; 1). Adanya aktivitas proses komunikasi 
kampanye untuk mempengaruhi khalayak tertentu, 2). Untuk membujuk 
dan memotivasi khalayak untuk berpartisipasi, 3). Ingin menciptakan efek 
atau dampak tertentu seperti yang direncakan, 4). Dilaksanakan dengan 
tema spesifik dan nara sumber yang jelas, 5). Dalam waktu tertentu atau 
telah ditetapkan, dilaksanakan secara terorganisir dan terencana baik 
untuk kepentingan kedua belah pihak atau sepihak. 
 
2. Jenis-jenis Kampanye  
Aktivitas komunikasi dalam berkampanye biasanya berkaitan 
dengan suatu kepentingan dan tujuannya apa, siapa khlayak sasarannya, 
dalam rangka kegiatan apa , untuk membujuk atau memotivasi khalayak?. 
Dalam berbagai kegiatan tersebut, terdapat beberapa jenis program 
kampanye yang dilaksanakan secara prinsip merupakan kegiatan yang 
bertitik tolak untuk memotivasi atau membujuk, dan mencapai tujuan 
tertentu, maka menurut Charles U. Larson, bukunya berjudul Persuaasion, 
Receprion and Responsibility (California. Wardsworth Publisihing Co. 
1992) yang telah membagai jenis-jenis kampanye kegiatan menjual 
produk, kandidat dan ide atau gagasan perubahan sosial, yaitu sebagai 
berikut. 
1. Kegiatan dalam kampanye berorientasi pada produk, dan 
biasanya dilakukan dalma kegiatan komersial kampanye 
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promosi pemasaran suatu peluncuran produk yang baru. 
Misalnya peluncuran provider-seluler Flexi-Telkom, pergantian 
nama Nasional ke Panasonic, perubahan logo baru BNI-46 dan 
Bank Danamon dan sebagainya. Sedangkan kampanye Public 
Relations bertujuan untuk membangun citra positif perusahaan 
melalui program kepedulian dan tanggungjawab sosial. 
2. Kegiatan kampanye yang berorientasi bagi calon (kandidat) 
utuk kepentingan kampanye politik (political campaign), dan 
misalnya kampanye pemilu. Menurut Undang-undang Nomor 
32 tahun 2004 Pasal 1 ayat (23) Kampanye pemilihan kepala 
daerah dan wakil  kepala   daerah yang selanjutnya disebut 
kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para 
pemilih. Dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan 
calon. metode yang di pergunakan peserta pemilu dalam 
meyakinkan para pemilih di antaranya menurut Pasal 76 ayat 
(1) UU No. 32 tahun 2004 yaitu (a) pertemuan terbatas; (b) 
tatap muka dan dialog; (c) penyebaran melalui media cetak dan 
media elektronik; (d) penyebaran melalui media radio dan/ atau 
televisi; (e) penyebaran bahan kampanye kepada umum; (f) 
pemasangan alat peraga di tempat umum; (g) rapat umum; (h) 
debat publik/ debat terbuka antar calon; dan atau (i) kegiatan 
lain yang tidak melanggar peraturan perundangan. Dari 
pengertian dan penjelasan di atas timbul unsur-unsur 
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kampanye yang di antaranya di atur dalam Pertauran Komisi 
Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2010 tentang perubahan atas 
peraturan komisi pemilihan umum nomo 69 tahun 2009 tentang 
pedoman teknis kampanye pemilihan umum kepala daerah dan 
wakil kepala daerah Pasal 5 ayat (3) yakni (a) dilakukan oleh 
pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon; (b) 
meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan 
sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan 
program secara tertulis dan/atau lisan; serta (c) alat peraga 
atau atribut pasangan calon.  
3. Ideological or Cause – Oriented Campaigns. Jenis kampanye 
ini berorientasi yang bertujuan bersifat khusus dan berdimensi 
perubahan sosial, misalnya kegiatan kampanye sosial bersifat 
khusus nonkomersial, Anti HIV/AIDS, anti narkoba, program 
keluarga berencana nasional (KBN), “Damai itu Indah”, 
“Kampanye Langit Biru”, serta termasuk kampanye Sadar 
Bayar Pajak, dan hingga Kadarkum (Kampanye Sadar Hukum), 
pelestarian lingkungan alam dan hidup sebagainya. 
 
D. Media Massa 
1. Pengertian Media Massa 
Leksikon komunikasi memberikan pengertian media massa sebagai 
"sarana penyampai pesan yang berhubungan langsung dengan 
masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar". 
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Definisi Media Massa - Kata media massa berasal dari medium dan 
massa, kata "medium" berasal dari bahasa latin yang menunjukkan 
adanya berbagai sarana atau saluran yang diterapkan untuk 
mengkomunikasikan ide, gambaran, perasaan dan yang pada pokoknya 
semua sarana aktivitas mental manusia, kata "massa" yang berasal dari 
daerah Anglosaxon berarti instrumen atau alat yang pada hakikatnya 
terarah kepada semua saja yang mempunyai sifat massif. Tugasnya 
adalah sesuai dengan sirkulasi dari berbagai pesan atau berita, 
menyajikan suatu tipe baru dari komunikasi yang sesuai dengan 
kebutuhan fundamental dari masyarakat dewasa ini. 
Media massa merupakan suatu penemuan teknologi yang luar 
biasa, yang memungkinkan orang untuk mengadakan komunikasi bukan 
saja dengan komunikan yang mungkin tidak pernah akan dilihat akan 
tetapi juga dengan generasi yang akan datang. Dengan demikian maka 
media massa dapat mengatasi hambatan berupa pembatasan yang  
diadakan  oleh waktu, tempat dan kondisi geografis. Penggunaan media 
massa karenanya memungkinkan komunikasi dengan jumlah orang yang 
lebih banyak. Setiap jenis  media  massa  mempunyai   sifat-sifat khasnya   
oleh karena itu penggunaannya juga harus diperhitungkan sesuai dengan 
kemampuan serta  sifat-sifat khasnya. 
Ditinjau dari perkembangan teknologi di bidang penyampaian 
informasi melalui media massa, media massa dapat dibagi menjadi dua 
jenis yaitu : 
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1. Media massa modern 
Yang dimaksud media massa modern adalah media massa 
yang menggunakan teknologi modern yaitu media massa cetak 
dan media massa elektronik. Media massa cetak  adalah  
media massa yang  dalam  menyampaikan informasinya 
terlebih dulu harus dicetak menggunakan alat cetak. Media 
massa ini misalnya surat kabar, majalah, tabloid, dan lain 
sebagainya. Media massa elektronik adalah media massa yang 
dalam menyampaikan informasinya menggunakan jasa 
listrik.Tanpa adanya listrik media massa ini tidak akan dapat 
berfungsi misalnya radio dan televisi. 
2. Media massa tradisional 
Media yang digunakan sebagai sarana penyampaian informasi 
pada jaman dulu, lebih banyak menggunakan media massa 
tradisional misalnya wayang, lawak, lenong, dan seni 
tradisional. 
2. Media Sosial Elektronik 
Teknologi informasi dan komunikasi  telah berkembang demikan 
pesat di awal Milenium III ini.  Era Cyber telah melahirkan internet yang 
membawa  fenomena baru di bidang media massa. Dewasa ini, revolusi 
media massa telah melahirkan media baru yang biasa disebut sebagai 
media sosial. Media sosial merupakan fase perubahan di mana 
bagaimana orang menemukan, membaca dan membagi-bagikan berita, 
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informasi dan konten kepada orang lain. Hal ini merupakan perpaduan 
sosiologi dan teknologi yang mengubah monolog (one to many) menjadi 
dialog (many to many) dan demokrasi informasi yang mengubah orang-
orang dari pembaca konten menjadi penerbit konten. Media sosial telah 
menjadi sangat populer karena memberikan kesempatan orang-orang  
untuk terhubung dunia online dalam bentuk hubungan personal, politik, 
dan kegiatan bisnis. 
Media sosial  elektronik adalah sebuah media online, dimana para 
pengguna dapat  dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan 
isi. Media sosial  meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia 
virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang 
paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. 
Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2010;59-68) mendefinisikan 
media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang 
membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, yang 
memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content". 
Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial; Pertama, 
Proyek Kolaborasi yaitu website yang mengijinkan user dapat mengubah, 
menambah, ataupun remove konten yang ada di website. Contoh media 
ini adalah wikipedia. Kedua, Blog dan Microblog, dimana pengguna lebih 
bebas  mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti „curhat‟ ataupun 
mengritik kebijakan pemerintah. Contoh media ini adalah  Twitter. Ketiga, 
Konten, yaitu web dimana para user dari pengguna website ini saling 
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berbagi konten media, baik video, e-book, gambar, dan lain-lain. 
Contohnya youtube. Keempat, Situs Jejaring Sosial, yaitu aplikasi yang 
mengijinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi 
pribadi, sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu 
bisa seperti foto-foto. Contoh jejaring sosial adalah Facebook. Kelima, 
Virtual Game World, yaitu dunia virtual, yang mengreplikasikan lingkungan 
3D, dimana pengguna bisa muncul dalam bentuk avatar-avatar yang 
diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. 
Contohnya game online.  Keenam, Virtual Social World, yaitu dunia virtual 
dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual 
game world, berinteraksi dengan yang lain. Namun, Virtual Social World 
lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan. Contohnya second life. 
Salah satu bentuk aplikasi dari media sosial elektronik adalah 
social networking. Dari penelitian yang dilakukan Fowler dan Christakis 
(2008), social networking terdiri dari dua elemen, individual (nodes) dan 
hubungan sosial (relationship). Ketika hubungan itu telah terjalin, maka 
akan tergambar suatu jaringan untuk setiap orang yang berada di 
dalamnya. Di dalam jaringan tersebut, seseorang dapat menggambarkan 
jarak antar dua orang, yang biasa dikenal dengan degree of separation. 
Ide besar dari analisa social networking adalah bagaimana seorang 
individu dapat terpengaruh di lingkungan jaringan sosial mereka dengan 
kejadian yang terjadi di sekitar lingkungan kehidupan mereka. Seorang 
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individu bisa sangat tergantung dalam hal mengambil keputusan di dunia 
online. 
Varian media sosial elektronik demikian beragam, sehingga 
masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya 
untuk  interaksi sosial.  Demikian mudah  interaksi sosial dijalin melalui 
media sosial, maka komunikasi  dua arah ini bisa menjadi bersifat privat 
maupun terbuka. Pada ruang komunikasi yang bersifat terbuka, sering 
tidak disadari bahwa ada norma-norma yang mengikat interaksi tersebut. 
Didasarkan pada rilis data www.checkfacebook.com  per tanggal 
20 Juli 2012, sebanyak 44.074.560 juta penduduk menggunakan 
facebook. Hal ini menempatkan Indonesia pada urutan keempat di dunia 
dalam penggunaan facebook setelah Amerika, Brasil, dan India. 
Sementara, dalam  urutan pengguna twitter, menurut data yang 
dilansir  dari situs semiocast.com, Indonesia berada di urutan kelima 
setelah Amerika Serikat, Brazil, Jepang, dan Inggris dengan pengguna 
sekitar 19,5 juta. Berdasarkan data yang dikeluarkan salingsilang.com dan 
aworldoftweets.com per tanggal 20 Juli 2012, orang Indonesia 
menghasilkan 1,3 juta kicauan (tweet) per hari dan menduduki posisi 
ketiga setelah Amerika dan Brazil dengan persentase sekitar 11,07%. 
 
3. Facebook 
Facebook adalah website jaringan sosial dimana para pengguna 
dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan 
daerah untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain. 
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Orang juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, 
dan memperbarui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang 
dirinya. 
Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang lulusan Harvard 
dan mantan murid Ardsley High School diluncurankan pertama kali pada 4 
Februari 2004 dan awalnya hanya untuk siswa Harvard College. Dalam 
dua bulan selanjutnya, keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di 
wilayah Boston (Boston College, Boston University, MIT, Tufts), 
Rochester, Stanford, NYU, Northwestern, dan semua sekolah yang 
termasuk dalam Ivy League. Banyak perguruan tinggi lain yang 
selanjutnya ditambahkan berturut-turut dalam kurun waktu satu tahun 
setelah peluncurannya. Akhirnya, orang-orang yang memiliki alamat email 
universitas (seperti .edu, .ac.uk, dll) dari seluruh dunia dapat juga 
bergabung dengan situs ini. 
Selanjutnya Facebook dikembangkan pula jaringan untuk sekolah-
sekolah tingkat atas dan beberapa perusahaan besar. Sejak 11 
September 2006, orang dengan dengan alamat email apa pun dapat 
mendaftar di Facebook. Pengguna dapat memilih untuk bergabung 
dengan satu atau lebih jaringan yang tersedia, seperti berdasarkan 
sekolah tingkat atas, tempat kerja, atau wilayah geografis. Facebook 
menemui masalah dalam beberapa tahun terakhir seperti pemblokiran 
pada negara Suriah, Iran dan beberapa tempat kerja agar para pekerja 
tidak menyalahgunakan waktu kerjanya untuk membuka Facebook. Dan 
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masalah tentang tuduhan bahwa Zuckerber mencuri kode program dari 
teman-temanya untuk membuat Facebook. 
Facebook juga pernah ditawar oleh yahoo senilai $ 1 miliar dan 
kemudian oleh seorang anggota dewan Facebook, menunjukkan bahwa 
Facebook internal valuation adalah sekitar $ 8 miliar berdasarkan proyeksi 
pendapatan sebesar $ 1 miliar pada tahun 2015. Peringkat Facebook saat 
saya ini menempati urutan ke 2 dalam 5 besar pengaksesan via web 
setelah Google, dan yang menempati tempat ke-3 adalah Youtube, lalu 
disusul oleh Yahoo dan Live. Data ini saya ambil dari Alexa Traffic Rank. 
Tapi menurut survei yang dilakukan oleh Alexa.com, situs jejaring sosial 
ini menempati urutan Pertama di Negara Indonesia, Malaysia, Philipina 
dan Singapura. Sementara USA menduduki peringkat ke-2. Jadi apa bisa 
dibilang Negara kita ini atau negara yang tercantum di atas adalah para 
maniak Dunia Maya? Belum tentu juga, karena FB juga merupakan 
sarana berbisnis Advertising (Pengiklanan Produk). Apalagi FB sekarang 
telah memiliki layanan Facebook Mobile, yang bisa diakses hanya dengan 
menggunakan SMS (Short Message Service). Jadi walaupun sebuah 
Handphone tidak memiliki Vitur Internet Service, usernya akan tetap bisa 
mengakses, mengupdate atau membalas komentar dari teman. 
 
4. Twitter 
Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan 
oleh Twitter Inc., yang menawarkan jejaring sosial berupa mikroblog 
sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca 
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pesan yang disebut kicauan (tweets). Kicauan adalah teks tulisan hingga 
140 karakter yang ditampilkan pada halaman profil pengguna. Kicauan 
bisa dilihat secara luar, namun pengirim dapat membatasi pengiriman 
pesan ke daftar teman-teman mereka saja. Pengguna dapat melihat 
kicauan penulis lain yang dikenal dengan sebutan pengikut. Semua 
pengguna dapat mengirim dan menerima kicauan melalui situs Twitter, 
aplikasi eksternal yang kompatibel (telepon seluler), atau dengan pesan 
singkat (SMS) yang tersedia di negara-negara tertentu. Situs ini berbasis 
di San Bruno, California dekat San Francisco, di mana situs ini pertama 
kali dibuat. Twitter juga memiliki server dan kantor di San Antonio, Texas 
dan Boston, Massachusetts. 
Sejak dibentuk pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey, Twitter telah 
mendapatkan popularitas di seluruh dunia dan saat ini memiliki lebih dari 
100 juta pengguna. Hal ini kadang-kadang digambarkan sebagai "SMS 
dari internet". 
Twitter berawal dari sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh 
anggota dewan dari Podcasting perusahaan Odeo. Dalam pertemuan 
tersebut, Jack Dorsey memperkenalkan ide twitter dimana individu bisa 
menggunakan SMS layanan untuk berkomunikasi dengan sebuah 
kelompok kecil. Proyek ini dimulai pada tanggal 21 secara terbuka pada 
tanggal 15 Juli 2006. Twitter menjadi perusahaan sendiri pada bulan April 
2007. Popularitas Twitter mulai meningkat pada tahun 2007 ketika 
terdapat festival South by Southwest (SXSW). Selama acara tersebut 
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berlangsung, penggunaan Twitter meningkat dari 20.000 kicauan per hari 
menjadi 60.000. Reaksi di festival itu sangat positif. Pada tanggal 14 
September 2010, Twitter mengganti logo dan meluncurkan desain baru. 
Sudah lebih dari 400.000 kicauan dikirim-tampil (post) per kuartal pada 
tahun 2007. Kemudian berkembang menjad 100 juta kicauan dikirim-
tampil per kuartal pada 2008. Pada akhir tahun 2009, 2 miliar per kuartal 
kicauan sudah dikirim-tampil. Pada kuartal pertama tahun 2010, 4 miliar 
kicauan yang dikirim-tampil. Pada bulan Februari 2010 pengguna Twitter 
mengirimkan 50 juta per hari. Pada Juni 2010, sekitar 65 juta kicauan 
yang dikirim-tampil setiap hari, setara dengan sekitar 750 kicauan dikirim 
setiap detik, menurut Twitter. 
Pengguna Twitter akan menjadi lebih aktif ketika ada kejadian 
menonjol. Sebagai contoh, rekor diciptakan pada Piala Dunia 2010, ketika 
penggemar menulis 2940 kicauan per detik di kedua periode 30 setelah 
Jepang mencetak gol melawan Kamerun pada tanggal 14 Juni 2010. 
Rekor dipatahkan lagi ketika 3085 kicauan per detik yang dikirim-tampil 
setelah kemenangan Los Angeles Lakers di Final NBA 2010 pada tanggal 
17 Juni 2010. Hal ini pun terjadi ketika penyanyi Michael Jackson 
meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2009, server Twitter turun karena 
pengguna memperbarui status mereka untuk memasukkan kata-kata 
"Michael Jackson" pada tingkat 100.000 kicauan per jam. 
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E. Pelanggaran PEMILU 
Dalam pemilihan umum kepala daerah terdapat pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon yakni di antaranya 
sebagai berikut : 
1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu 
2. Pelanggaran administrasi pemilu 
3. Tindak pidana pemilu 
4. Sengketa pemilu 
 
1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran 
terhadap penyelenggara pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau 
janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. 
Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di selesaikan oleh dewan 
kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian 
yang di laksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang tentang 
penyelenggara pemilu. 
 
2. Pelanggaran Administrasi Pemilu  
Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah Pelanggaran yang 
meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan 
administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaran 
pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik 
penyelenggara pemilu. Atas pelanggaran ini Bawaslu Provinsi, Bawaslu 
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Kabupaten/kota mengkaji dan membuat rekomendasi yang kemudian di 
teruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota untuk di tindak 
lanjuti. 
 
3. Tindak Pidana Pemilu  
 Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau 
kejahatan terhadap ketentuak tindak pidana pemilu sebagaimana telah 
diatur dalam UU. No. 8 Tahun 2012. Laporan tindak pidana pemilu di 
teruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak diputuskan 
oleh bawaslu, bawaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota, dan panwaslu 
kecamatan. Proses penyelesaian tindak pidana pemilu diawali dengan 
penyampaian berkas perkara oleh penyidik kepolisian kepada penuntut 
umum, kemudian dilanjutkan dengan  pelimpahan berkas perkara ke 
pengadilan negeri untuk diperiksa, diadili dan diputus paling lama 7 hari 
sejak pelimpahan berkas terhadap putusan pengadilan negeri ini dapat 
diajukan upaya hokum banding ke pengadilan tinggi sebagai upaya 
terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum. 
 
4. Sengketa Pemilu 
Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi di antara peserta 
pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu 
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa pemilu ini ada pada Bawaslu 
yang dapat didelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu 
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Kabupaten/Kota, Panwas kecamatan, Panitia pengawas Lapangan (PPL) 
dan panitia pengawas luar negeri (PPLN). Bawaslu menyelesaikan 
sengketa pemilu ini dengan terlebih dahulu menerima dan mengkaji 
laporan atau temuan dan kemudian mempertemukan pihak-pihak yang 
bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan 
mufakat. Apabila tidak terjadi kesepakatan antar pihak yang bersengketa, 
Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian. Adapun Keputusan Bawaslu 
terhadap sengketa pemilu ini merupakan keputusan terakhir dan 
mengikat, kecuali yang berkaitan dengan verfikasi partai politik Peserta 
Pemilu dan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR,DPD,DPRD. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode 
penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode 
penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang 
dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum 
normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum 
obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap 
masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah 
penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan 
kewajiban. 
 Penelitian yang  dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan 
gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, 
pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan 
tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan 
pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau 
memahami gejala yang diteliti.Penulis melakukan penelitian dengan tujuan 
untuk menarik azas-azas hukum (“rechsbeginselen”) yang dapat dilakukan 
terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis. 
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A. Jenis dan Sumber Data 
1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat 
atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan 
perundang–undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum 
primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni : 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah. 
2. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum 
yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan 
hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau 
pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang 
tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke 
mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan 
sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada  di 
dalam buku, jurnal hukum dan internet. 
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan 
memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum 
lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah 
Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 
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B. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik 
pengumpulan data Studi Pustaka (Library Research). Penelitian ini 
dilakukan dengan telaah pustaka, dengan cara data-data dikumpulkan 
dengan membaca buku-buku, literatur-literatur, ataupun dengan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang 
akan penulis bahas. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam 
melakukan studi kepustakaan adalah : 
a. Pendekatan Undang-undang (statute approach)  
Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah 
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 
dengan isu hukum yang sedang ditangani. 
b. Pendekatan Kasus (case approach) 
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah 
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi 
yang telah menjadi putusan pengadilan. 
c. Wawancara 
Pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan 
secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah 
Panitia Pengawas Pemilu. 
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C. Analisis Data 
 Data yang diperoleh dari data primer, sekunder, tersier, akan diolah 
dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. analisis data 
yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 
gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara 
kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Wawancara 
 Dalam setiap penyelenggaraan pemilu. seringkali muncul persoalan 
atau perkara pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena 
ketidakpuasan terhadap penyelenggara (KPU), seperti keputusan/ 
kebijakan yang dikeluarkan tidak transparan, kekurangcermatan dalam 
menghitung dan lain sebagainya. Persoalan juga muncul karena adanya 
penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta pemilu, 
seperti pemalsuan identitas, money politik, dan sebagainya. Persoalan-
persoalan tersebut apabila dibiarkan dan tidak diberikan mekanisme 
penyelesaian (mekanisme hukum) yang jelas dan tegas, bukan hanya 
dapat mengganggu kelancaran/kesuksedan pemilu, tetapi akan 
mengakibatkan rendahnya kredibilitas dan legitimasi pemilu. Hingga pada 
gilirannya dapat mengancam dan mengabaikan hak-hak konsitusional 
para peserta pemilu dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan 
undang-undang Nomor 15 tahun 2011 mengenai tugas dan kewenangan 
maka salah satu kewenangan Panwaslu adalah melakukan penanganan 
terhadap laporan dan temuan yang diduga merupakan pelanggaran 
Pemilukada. Menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 12 juni 2013 
pengawasan terhadap kampanye oleh panitia pengawas pemilu kota 
Makassar sebagaimana di jelaskan oleh Bapak Agus Arief selaku Kepala 
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badan tindak lanjut. Menurut beliau pengawasan ini mengacu pada apa 
yang sudah ditetapkan Undang-undang, baik itu dalam pemilihan legislatif 
yang diatur dalam UU No. 8 tahun 2012, pemilihan kepala daerah yang di 
atur dalam UU No. 32 tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah terakhir 
dalam UU No. 12 tahun 2008, dan peraturan KPU mengenai Kampanye. 
jika ada yang melanggar maka panwaslu akan mertindak tegas dengan 
melakukan penertiban dan memberikan sangsi kepada para calon 
maupun tim kampanye. pelanggaran yang biasa dilakukan oleh peserta 
biasanya pemasangan alat peraga seperti baligho, spanduk, maupun 
branding kendaraan bermotor. Pemantauan yang dilakukan panwaslu juga 
tidak pada alat peraga yang digunakan tetapi segala kegiatan yang 
mengandung unsur kampanye yang telah di atur oleh undang-undang baik 
melalui media cetak maupun elektronik. Tetapi kampanye melalui media 
sosial elektronik jika dilakukan pada masa tenang pada pemilihan kepala 
daerah bukan merupakan pelanggaran, kasus yang ditanganipun belum 
ada, karena belum ada kejelasan aturan yang pasti mengenai hal 
kampanye pemilukada melalui media sosial elektronik ini, ungkapnya. 
 
B. Ruang Lingkup Pasal 76 Ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 
Pasal 76 ayat 1 adalah pasal yang mengatur tentang bentuk 
pelaksanaan kampanye itu sendiri. Mulai dari media tempat maupun alat 
peraga yang digunakan. pasal 76 ayat 1 terdiri atas : 
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1. Pertemuan Terbatas 
 Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dilaksanakan di dalam 
ruangan atau gedung yang bersifat tertutup  dengan jumlah peserta tidak 
melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola  
gedung dengan jumlah peserta paling banyak 2000. Menggunakan 
undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama 
pembicara, dan penanggung jawab. pemberitahuan secara tertulis kepada 
aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU 
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan pengawas pemilu sesuai 
tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama 
pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang. Para 
kandidat hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan 
foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai 
politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-
umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat 
pertemuan terbatas. Kemudian atribut pasangan calon sebagaimana 
dimaksud hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung 
atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dibenarkan dipasang di luar 
halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas. (peraturan KPU Nomor 
69 tahun 2009) 
 
2. Tatap Muka dan Dialog 
 Tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dilaksanakan di 
dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta 
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tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan 
peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung. 
Diadakan dialog yang sifatnya interaktif dengan jumlah peserta paling 
banyak 250 (pembicara, dan penanggung jawab). Menggunakan 
undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama 
pembicara, dan penanggung jawab. Dengan memberikan pemberitahuan 
secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan 
disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan 
pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, 
waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah 
yang diundang. Dan para calon kandidat hanya dibenarkan membawa 
atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol 
pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang 
mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog. 
Kemudian atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud hanya 
dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap 
muka dan dialog, atau paling jauh 200. (peraturan KPU Nomor 69 tahun 
2009) 
 
3. Media Cetak dan Media Elektronik 
 Bentuk kampanye yang dilaksanakan melalui media cetak dan/atau 
media elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada 
pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan 
calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi 
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pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional. materi dan 
substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan dan kode etik jurnalistik. Media cetak dan media 
elektronik dapat menyediakan rublik khusus bagi para pasangan calon 
sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program 
kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye 
dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan 
metodologi yang digunakan. (peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009) 
 
4. Penyiaran Melalui Radio dan Televisi 
 Bentuk kampanye sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam 
bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi 
dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon 
tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya sehingga apabila 
dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan. Penyampaian 
materi kampanye dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada 
huruf a melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, 
radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (hari) sebelum 
mulai kampanye. (peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009) 
 
5. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum 
 Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada 
kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan atau di tempat 
umum. penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud yaitu antara 
71 
lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau 
barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman 
atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan pasangan 
calon, dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul. 
(peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009) 
 
6. Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum 
 KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS, berkoordinasi 
dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, 
dan Desa/Kelurahan, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga 
untuk keperluan kampanye pemilu. alat peraga tidak dibenarkan 
ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, 
rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik 
pemerintah, lembaga pendidikan. alat peraga dapat ditempatkan pada 
tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik 
tempat yang bersangkutan. Pemasangan alat peraga kampanye oleh 
pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, 
kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan 
setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat. pemasangan alat 
peraga kampanye berjarak paling sedikit 1(satu) meter dari alat peraga 
calon lainnya. KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berwenang 
memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak 
tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut. 
Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut 
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atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon 
tersebut. Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat 
peraga kampanye paling lambat 1 (hari) sebelum tanggal pemungutan 
suara. (peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009) 
 
7. Rapat Umum 
 Rapat umum sebagaimana dimaksud dilaksanakan diruang terbuka 
dan dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain. 
Pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Provinsi dan/atau KPU 
Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilu berkenaan dengan hari, tanggal, 
waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah 
orang yang akan hadir. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan 
foto pasangan calon atau atribut, simbolsimbol, pataka, dan/atau bendera 
atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye. 
(peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009) 
 
8. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Calon 
 Pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh KPU 
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan disiarkan langsung oleh media 
elektronik. debat ini dilaksanakan sebanyak 5(lima) kali, dengan ketentuan 
dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali untuk calon kepala daerah dan 2(dua) 
kali untuk calon wakil kepala daerah. Moderator debat pasangan calon 
dipilih oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dari kalangan 
profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, 
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simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. KPU 
Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dapat menghadirkan audiens 
dalam jumlah terbatas, dengan undangan. Format dan materi debat 
pasangan calon dan moderator yang dipilih KPU Provinsi dan/atau KPU 
Kabupaten/Kota harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan 
calon peserta debat. (peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009) 
 
9. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Peraturan Perundangan 
 Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangan 
sebagaimana dimaksud dapat berupa hiburan yang mengandung unsur 
budaya, perlombaan olahraga, jalan santai, istigosah, tabligh akbar, 
kesenian dan bazar. (peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009). 
 Media yang ada di internet yakni media-media yang terbit di dunia 
maya atau dunia virtual, yakni Media Online yang kini marak berkembang 
sebagai media massa depan. Dari sisi fungsi dan karakter, media yang 
terbit di internet ini cukup banyak perbedaaannya ketimbang media cetak 
dan elektronik. perbedaaan-perbedaan tersebut akan diulas secara 
singkat dan jelas pada paparan dibawaan ini. 
 Pebedaan yang signifikan anatara media yang terbit di internet dan 
media cetak atau elektronik  menurut Jhon Vivian (2008:270), yaitu 
terdapat pada feed back (umpan balik). Media internet dapat menerima 
umpan balik secepat mungkin atau setelah komunikan menerima pesan 
tersebut. Berbeda dengan media cetak atau internet yang harus tertunda 
beberapa saat. 
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 Syarifudin Yunus (2010:27) mengutarakan perbedaan media 
Elektronik, media cetak dan media online  secara subtansial dapat dilihat 
berdasarkan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran 
berita yang dilakukan. Perbedaan tersebut diantaranya dalam filosofi 
penyajian berita, positioning  masing-masing jenis media, teknis 
pengelolaan, dan target audiens (komunikan, pembaca, pendengar, 
pemirsa, user). 
 Dalam modul kuliah yang disajikan oleh Edwi Arief Sosiawan yang 
dipublikasi di http://www.edwi.dosen.upnyk.ac.id yang bertema Pengantar 
Ilmu Komunikasi terlihat jelas dari segi penggunaan diantaranya:  
 Pertama, penggunaan internet sebagai medium untuk 
berkomunikasi menuntut penggunanya memiliki pengetahuan cara 
menggunakan software komputer secara umum dan  software aplikasi 
internet secara khusus. Disini berarti terdapat penggunaan dan 
pengembangan kognitif dari pengguna internet. Semula penggunaan 
media komunikasi klasik oleh pengguna bersifat pasif sedangkan 
penggunaan internet memaksakan penggunanya memiliki kemampuan 
intelegensi dalam menggunakan internet. Ini lama kelamaan akan 
membawa dampak kepada ketergantungan kesuksesan hidup pada 
penguasaan pengetahuan dan teknologi. 
 Kedua, komunikasi dalam internet memiliki konteks komunikasi 
massa tetapi juga membentuk komunikasi personal dalam jumlah banyak. 
Konteks komunikasi personal dalam jumlah banyak disini memiliki arti 
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bahwa pengguna internet dalam melakukan komunikasi berhadapan 
dengan pengguna lain dalam jumlah banyak yang masing-masing 
berperan sebagai komunikator dan komunikan. 
 Ketiga, sifat dan bentuk pesan-pesan yang disampaikan melalui 
semua media komunikasi klasik, dimiliki oleh medium internet; artinya 
dalam internet pengiriman pesan menggunakan berbagai bentuk  seperti 
teks, grafis, video dan suara. 
 Keempat, pengiriman dan penerimaan serta umpan balik pesan 
yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan relatif lebih cepat 
dengan penundaan jauh lebih singkat. 
 Kelima, dalam komunikasi melalui internet dimungkinkan terjadinya 
komunikasi antar berbagai personal yang rentang perbedaan baik secara 
sosiologis maupun budaya sangat berbeda. Komunikator maupun 
komunikan adalah person-person yang mungkin sekali berbeda bahasa, 
budaya, ras, bangsa latar belakang sosial ekonomi, pendidikan dan 
sebagainya. 
 Keenam, dalam segi dokumentasi atau pengarsipan, media di 
internet lebih simple dan dapat dilihat kapanpun dan dimanapun (tidak 
terbatas ruang dan waktu), dan juga dapat mengulang berita atau 
informasi kapan saja. Tidak seperti televisi dan radio yang tidak berulang. 
 Dari penjelasan terhadap ruang lingkup pasal 76 ayat 1 diatas, 
khususnya huruf (c) dan pendapat para ahli mengenai media sosial dan 
media massa elektronik, media sosial elektronik bukanlah bagian dari 
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media massa elektronik sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 ayat 1 
huruf (c) mengenai bentuk kampanye  UU No. 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
 
C. Kampanye Melalui Media Sosial Elektronik 
 Pemilihan kepala daerah sebagaimana telah di atur dalam undang-
undang No. 32 tahun 2004 sebagaimana diubah terkahir dengan UU No. 
12 tahun 2008 bagian kedelapan, yang dimana dalam penyelenggaraan 
pemilihan kepala dan wakil kepala daerah tersebut ada tahapan kandidat 
para calon meyakinkan para pemilih yang biasa kita sebut kampanye. 
kampanye yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (23) UU No. 
32 tahun 2004 ini adalah suatu kegiatan dalam rangka meyakinkan para 
pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program para calon. Untuk 
dapat dikategorikan sebagai kampanye sebagaimana telah diatur dalam 
Peraturan KPU No. 14 tahun 2010 harus memenuhi unsur-unsur kumulatif 
yaitu : 
a. dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan 
calon; 
b. meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan 
sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan 
program secara tertulis dan/atau lisan; serta  
c. alat peraga atau atribut pasangan calon. 
 Adapun media pelaksanaan Kampanye menurut Pasal 76 undang-
undang No. 32 tahun 2004 yaitu : 
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a. pertemuan terbatas;  
b. tatap muka dan dialog;  
c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;  
d. penyebaran melalui media radio dan/ atau televisi;  
e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;  
f. pemasangan alat peraga di tempat umum;  
g. rapat umum;  
h. debat publik/ debat terbuka antar calon; dan atau 
i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangan. 
 Pengaturan mengenai jadwal pelaksanaan kampanye yang akan 
dilaksanakan oleh para calon atau tim kampanye yang dibentuk para 
calon diatur pada Pasal 75 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004 yang 
menjelaskan bahwa kampanye yang sebagaimana dimaksud dilakukan 
selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara.  
 Beberapa aturan mengenai kampanye mulai unsur, media maupun 
waktu pelaksanaan diatas jelas diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 
sebagaimana diubah terkahir dalam UU No. 12 tahun 2008. Oleh karena 
itu segala jenis kegiatan apapun mengenai kampanye tidak diperbolehkan 
jika KPUD setempat belum menentukan masa kampanye. jika ada yang 
melakukan kampanye diluar jadwal para calon atau tim kampanye para 
calon akan dikenakan sangsi sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat 
(1) bagian ketentuan pidana UU Pemerintahan Daerah yang menyebutkan 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal 
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waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masingmasing pasangan 
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 
atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).” Sehingga dalam 
hal ini media sosial elektronik yang bukan merupakan media yang diatur 
sebagai media kampanye dalam UU Pemerintahan Daerah ini merupakan  
pelanggaran meskipun telah memenuhi unsur kampanye yang 
sebagaimana telah dijelaskan di atas jika dilakukan diluar jadwal yang 
sudah ditetapkan khususnya pada masa tenang. 
 Jika sesuatu kegiatan telah memenuhi unsur-unsur kampanye dan 
dilakukan pada masa tenang maka tindakan itu merupakan suatu tindak 
pidana meskipun metode yang digunakan atau alat peraga yang dipakai 
belum diatur pada Pasal 76 ayat 1 UU No. 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan uraikan pada bab IV di atas, maka kesimpulan dari 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Berdasarkan pembahasan diatas pada Bab IV, Pasal 76 ayat 1 
UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 
membahas mengenai bentuk-bentuk kampanye tidak 
mencakup kampanye dalam bentuk media sosial elektronik. 
sehingga kampanye pada media sosial elektronik bukanlah 
merupakan bagian dari media elektronik sebagaimana 
tercantum pada Pasal 76 ayat (1) tersebut. 
2. Media kampanye pada Pasal 76 ayat (1) undang undang 
PEMDA diantaranya media cetak dan media elektronik. media 
sosial elektronik yang merupakan media baru yang sangat 
efektif jika dipergunakan dalam berkampanye oleh para calon 
merupakan pelanggaran atau tindak pidana jika dilakukan pada 
masa tenang dikarenakan media sosial memenuhi segala unsur 
dari kampanye itu sendiri yang sebagaimana diatur dalam 
peraturan KPU No. 14 tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 
Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala 
Derah Dan Wakil Kepala Daerah 
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B. Saran 
Dari penjelasan yang penulis uraikan diatas, maka penulis 
memberikan saran adalah sebagai berikut: 
1. Pengaturan terhadap bentuk kampanye pada undang-undang 
yang mengatur tentang pemilu patutnya di ubah dan di 
cantumkan bagian mengenai media sosial elektronik sebagai 
media yang di pergunakan selain media elektronik dan media 
cetak. Hal ini dilakukan agar adanya kepastian hukum dan 
landasan hukum yang kuat mengenai bentuk kampanye dalam 
sistem pemilu. 
2. KPUD beserta jajarannya baiknya meningkatkan pengawasan 
khususnya melalui media sosial ini dengan sosialisasi 
kemasyarakat, sehingga pemantauan dan pengaduan terhadap 
pelanggaran oleh masyarakat akan lebih efektif.  
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